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NOMOR: 550 -+4%1 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

ST ot

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Olganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4741);
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 5209);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
baran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Nomor 10);

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 194);

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata
Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun
Anggaran 2020 yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ¢ Mer 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. ZULKIEFLIMANSYAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : £§50 - 451 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEDUDUKAN

NO JABATAN/INSTANSI KET
DALAM PPID
1. | Gubernur Nusa Tenggara Barat Pembina
2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pembina
3. | Sekretaris Daerah Provinsi NTB Atasan
4. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Ketua
dan Statistik Provinsi NTB
5. | Kepala Bidang Informasi Komunikasi Kepala
dan Publikasi pada Dinas Komunikasi, Sekretariat
Informatika dan Statistik Provinsi NTB
6. | Kepala Bidang Persandian dan Koordinator
Keamanan Informasi pada Dinas Bidang
Komunikasi, Informatika dan Statistik | Dokumentasi dan
Provinsi NTB Klasifikasi
Informasi
7 | Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi Anggota
dan Informasi pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi NTB
8 |Kepala Bidang  Statistik pada Dinas Koordinator
Komunikasi, Informatika dan Statistik | Bidang Pelayanan
Provinsi NTB Informasi
9 | Kepala Seksi Publikasi pada Dinas Anggota
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi NTB
10 | Kepala Bidang PTIK pada Dinas Koordinator
Komunikasi, Informatika dan Statistik | Bidang Fasilitasi
Provinsi NTB Penyelesaian
Sengketa
Informasi
11 | Kepala Seksi Kelembagaan pada Dinas Anggota
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi NTB
12 | Pranata Komputer pada Dinas Pejabat 1 (satu)
Komunikasi, Informatika dan Statistik Fungsional orang
Provinsi NTB
13 | Staf pada Dinas Komunikasi, Informatika | Staf Sekretariat | 4 (empat)
dan Statistik Provinsi NTB orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

sia



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : &850 - 44| TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tugas pokok PPID Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan
dokumentasi dan informasi publik;

b. Mendokumentasikan, mengklasifikasi, mengelola bahan-bahan informasi
publik;

c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumentasi dan

bahan informasi publik dari PPID Perangkat Daerah;

Menyimpan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;

Verifikasi dokumen informasi publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;

Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan;

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi PPID Provinsi NTB sebagai berikut:
a. Menghimpun informasi publik dari seluruh PPID Perangkat Daerah;

b. Pelaksanaan konsultasi dan edukasi PPID Perangkat Daerah untuk;
melaksanakan kewajiban tugas dan fungsinya;

c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dan,;

d. Pelayanan informasi publik.

PEMBINA PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi
dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di
lingkungan pemerintah daerah;

Fungsi:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai
dengan mekanisme yang ditentukan.

ATASAN PPID
Tugas:

Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan
informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;

Fungsi:

a.Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh
Perangkat Daerah;

b.Pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi;

c. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

d.Perg/ﬁildlan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi
publix;

e. Pemberian persetujuan kepada PPID Provinsi NTB atas informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;

f. Pemberian rekomendasi kepada PPID Provinsi NTB atas hasil uji
konsekuensi informasi yang dikecualikan;

g. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;

h.Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
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